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Partai Golkar Tolak
Kontrak Koalisi Baru

Penyeragaman suara dalam setgab sama saja dengan memberikan ruang akuisisi
Partai Demokrat terhadap anggota partai koalisi.

NuruLIA JuwiTA SARI

OLEMIK di tubuh se-
kretariat gabungan par-
pol koalisi tidak kun-
jung mereda. Alih-alih
semua anggota setgab menye-
pakati kontrak baru koalisi,
justru penolakan yang terjadi.
Suara paling kencang ber-
asal dari Partai Golkar. Me-
reka menolak kontrak koalisi
baru yang disodorkan Partai
Demokrat. Poin kontrak yang
memuat aturan penyeragaman
suara setgab di parlemen dinilai
dapat menghilangkan identitas
partai. Partai yang sikapnya ke-
rap bertentangan dengan koalisi
ini juga mengaku tidak dilibat-
kan dalam penyusunan draf
kontrak yang baru tersebut.
“Tidak perlu ada kontrak
baru dalam setgab, karena akan
menimbulkan masalah baru.
Yang perlu adalah penguatan
setgab untuk mengawal ke-
pemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY)

sampai 2014. Yang lain tidak
perlu,” ujar Ketua DPP Partai
Golkar Priyo Budi Santoso
di gedung parlemen, Jakarta,
kemarin.

Jika semua pendapat disera-
gamkan, kata dia, akan mem-
buat parlemen menjadi mandul.
“Kalau kontrak dimaksudkan
untuk menyeragamkan semua
pendapat, itu tidak fair. Karena
parlemen akan mandul, semua
keputusan akan diputus sete-
ngah kamar. Itu tidak sehat un-
tuk perkembangan demokrasi
kita. Demokrasi akan sunyi,”
tuturnya.

Jika dipaksa menyepakati
perombakan, Golkar tidak akan
ikut menandatangani. “Saya
usulkan Ketua Umum tidak
usah meneken kalau dipaksa,”
tegasnya.

Koalisi diakuisisi

Ditemui berpisah, Bendahara
Umum Partai Golkar Bambang
Soesatyo mengungkapkan,
Partai Golkar tidak dilibatkan
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Priyo Budi Santoso
Ketua DPP Partai Golkar

dalam penyusunan awal draf
kontrak politik tersebut. “Kita
langsung disodori draf yang
sudah jadi. Begitu kita baca, ini
mengagetkan. Kita akan meng-
ajukan revisi-revisi. Apabila
tidak bisa (dilakukan revisi),
tidak menutup kemungkinan
Golkar mengambil jalan lain,”
tuturnya.

Kesepakatan yang begitu
ketat, sambung dia, akan mem-
bahayakan masa depan partai-
partai koalisi. Karena parlemen
kembali ke masa Orde Baru,

yakni hanya akan menjadi
stempel pemerintah.

Apalagi, Bambang mencatat
sejumlah keputusan penting
yang berdampak luas kepada
masyarakat akan diambil di
parlemen.

Salah satunya adalah me-
ngenai penaikan harga bahan
bakar minyak dan RUU Keis-
timewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

“Kalau kita tanda tangan, itu
berarti sama saja menyerahkan
kepala kita kepada Demokrat.
Kita dengan sadar memberi ru-
ang partai kita untuk diakuisisi
Demokrat, karena yang diun-
tungkan memang Demokrat,”
tukasnya.

Saat ditemui di Kantor Wakil
Presiden, kemarin, mantan Pre-
siden Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Tifatul Sembiring meng-
akui belum ada komunikasi
antara Ketua Majelis Syuro PKS
Hilmi Aminuddin dan Presiden
Yudhoyono, pascapernyataan
presiden tentang evaluasi koali-

si. Namun, tidak adanya komu-
nikasi tersebut menunjukkan
tidak ada masalah antaraPKS
dan Presiden.

Di Gedung Parlemen, ke-
marin, Wakil Sekjen DPP Partai
Demokrat Saan Mustofa me-
nyatakan, kontrak baru setgab
telah difinalisasi.

Menurutnya, aturan untuk
mengikat partai koalisi dican-
tumkan lebih detail. Partai
koalisi di parlemen harus men-
dukung program pemerintah.

“Code of conduct yang baru
tentu memenuhi harapan dari
peserta koalisi. Misalnya, kon-
trak baru harus lebih detail dan
lebih jelas. Tidak multiinterpre-
tasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut,
kontrak ini tidak membuat ke-
seragaman secara total. Anggo-
ta koalisi masih diperkenankan
memberikan pernyataan sikap
berbeda dengan setgab secara
individu. (Mad/*/P-3)

nurulia@mediaindonesia.com

DPR Desak
LPS Bayar
Nasabah
Century

TIM Pengawas Kasus Bank
Century DPR kecewa terhadap
kinerja Lembaga Penjamin Sim-
panan (LPS) yang terus menunda
pencairan dana produk investasi
Antaboga Delta Sekuritas (ADS)
milik nasabah Bank Century.

Mereka mencurigai LPS takut
karena telah ditekan pemerintah
dan Bank Indonesia (BI) untuk
tidak mencairkan dana terse-
but. Untuk mengatasi masalah
tersebut, tim memberikan du-
kungan politik pada LPS untuk
mencairkan dana nasabah Bank
Century.

Dalam rapat antara tim itu
dengan LPS yang berlangsung di
Gedung DPR, Jakarta, kemarin,
LPS ragu untuk membeberkan
skema formulasi penyelesaian
yang menyeluruh terhadap dana
nasabah Century yang membeli
produk ADS.

LPS berkali-kali menyatakan
belum bisa memaparkan skema
formulasi penyelesaian tersebut
karena harus menunggu pem-
bahasan secara komprehensif
dengan Bank Indonesia (BI)
dan pemerintah (Menteri Ke-
uangan).

Padahal, skema formulasi
tersebut sudah diminta DPR
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NASABAH KECEWA: Para nasabah Bank Century, di antaranya Gayatri (kiri) mengaku kecewa seusai mengikuti rapat antara Tim Pengawas
Kasus Bank Century dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Mereka kecewa karena LPS tidak
mampu berbuat banyak untuk mengembalikan uang nasabah.

dalam rapat Tim Pengawas
Kasus Bank Century dan LPS,
30 Maret 2001, seperti tertuang
dalam butir ke-4 kesimpulan
rapat tersebut.

Ketua Dewan Komisioner
LPS Heru Budiargo berkali-kali
berkelit, skema tertulis formu-
lasi penyelesaian pencairan dana
harus dibicarakan bersama BI
dan pemerintah. LPS tidak bisa
membuat mekanisme sendiri

tanpa koordinasi dengan kedua
instansi tersebut. Menurutnya,
dua kali LPS menggelar rapat
koordinasi dengan BI dan peme-
rintah, namun belum menemu-
kan formula yang tepat. “Pihak
sesungguhnya yang menyusun
pola penyelesaian adalah BI dan
pemerintah,” ujar Heru dalam
rapat yang dipimpin Wakil Ke-
tua DPR Pramono Anung.
Setelah dicecar berbagai perta-

nyaan dari anggota tim, seperti
Akbar Faisal (F-Hanura) dan
Fahri Hamzah (F-PKS), akhir-
nya Heru mengakui LPS secara
hukum belum bisa membantu
recovery asset nasabah century.
Penyelesaiannya terlebih dulu
melalui proses audit forensik.
Pemimpin rapat, Pramono
Anung, kemudian mengusul-
kan agar Tim Pengawas Kasus
Bank Century DPR mendorong

dukungan politis terhadap LPS.
“Kalau memang ada hambatan,
DPR akan memberikan surat
ke Menteri Keuangan dan BI,”
tukasnya.

Saat rapat tersebut ditutup,
kegaduhan terjadi di balkon
ruang rapat ketika sekitar 30
nasabah Antaboga meneriaki
pimpinan LPS yang keluar ru-
angan dengan pengawalan ketat
petugas keamanan. (*/P-3)

DPR Usul 3 Alternatif Awasi Intelijen

ancasila 1 Juni 1945, NKRI, UUD 1945, Plt

PEMERINTAH enggan mem-
bentuk lembaga baru untuk
mengawasi kiprah intelijen.
Karena itu, DPR menawarkan
tiga alternatif pengawasan
intelijen.

Wakil Ketua Komisi I DPR
dari Fraksi PDI Perjuangan Tb
Hasanuddin mengungkapkan
pengawasan intelijen perlu
dilakukan untuk memastikan
intelijen bekerja tanpa me-
langgar hak asasi manusia
(HAM).

“Perlu perubahan paradigma
untuk membangun intelijen, ini
zaman demokrasi. Kuncinya
pada pengawasan dan pem-
batasan kewenangan,” ujar
Hasanuddin dalam diskusi
Polemik RUU Intelijen Negara
di kantor Megawati Institute,
Jakarta, kemarin.

Ia menyatakan terdapat
tiga mekanisme pengawasan
terhadap intelijen, yakni pem-
bentukan lembaga pengawas
intelijen seperti di Inggris,
pembentukan komisi intelijen
seperti yang dilakukan Kongres

Amerika Serikat, atau memben-
tuk panitia kerja pengawasan
intelijen.

Menurutnya, pemantauan
kinerja intelijen oleh wakil
rakyat perlu dilakukan kendati
kerahasiaan data intelijen tetap
dijaga. Mekanisme itu untuk
menjamin kinerja intelijen bu-
kan wilayah gelap yang sama
sekali tidak bisa tersentuh
publik.

Hasanuddin menambahkan,
penguatan pengawasan itu ha-
rus diiringi pembatasan kewe-
nangan. Kewenangan penang-
kapan dan penyadapan tidak
dapat diberikan pemerintah.

“Soal kewenangan terse-
but bisa diselesaikan melalui
koordinasi. Karena RUU ini,
kalau sekali berseberangan de-
ngan perundangan lain, dapat
dibatalkan melalui Mahkamah
Konstitusi (MK),” jelasnya.

Direktur Analisis dan Strate-
gi Kementerian Pertahanan
Brigjen Paryanto mengungkap-
kan kewenangan penangkapan
dan penyadapan harus tetap

— B
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BAHAS INTELLJEN: Wakil Ketua Komisi | DPR dari F-PDIP Tubagus
Hasanuddin (kanan) berbincang-bincang dengan Ketua Dewan
Federasi Kontras Usman Hamid sebelum diskusi tentang RUU
Intelijen Negara di Megawati Institute, Jakarta, kemarin.

diberikan. Menurutnya, kerja
teknis intelijen memerlukan
beberapa kelonggaran. “Teknis
kerja intelijen adalah pengum-
pulan keterangan. Ini melalui
cara penjajakan wawancara,
pengintaian, penyurupan, dan
penyadapan. Ini penting untuk
validitas informasi,” tuturnya.

Paryanto mengingatkan
tujuan tugas intelijen adalah
deteksi dini dan pencegahan
dini. Intelijen memerlukan
kewenangan penyelidikan
yang mereka pahami sendiri.
Makanya kewenangan ini ha-
rus diberikan secara mandiri,
bukan dikoordinasikan dengan
lembaga lain.

“Semisal dikoordinasikan
ke kepolisian, maka akan ber-
beda lagi. Karena polisi tidak
memahami tujuan intelijen,”
tandasnya.

Pemerintah sendiri meng-
hendaki RUU Intelijen Negara
dapat mencakup semua bidang
intelijen, baik di BIN, kepoli-
sian, kejaksaan, Bea Cukai, dan
lainnya. (AO/P-3)

Selengkapnya di mediaindonesia.com

Interupsi

ANTARA

Bersiap-siap
Menuju Cipinang

PENGANTAR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung mengkaji
penggunaan APBD untuk sepak bola. Hasilnya KPK menemukan
setidaknya tiga pelanggaran terhadap penggunaan APBD.

Dari tiga temuan tersebut, yang pertama, yakni pelanggaran
asas umum pengelolaan keuangan daerah pada pengelolaan
dana APBD bagi klub sepak bola. Yang kedua rangkap jabatan
pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan sehingga
dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang ketiga, pelang-
garan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
hibah dari APBD.

Apa pandangan masyarakat atas perilaku pejabat di daerah itu?
Berikut sejumlah pendapat yang masuk ke www.medlaindonesia.
com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan interupsi@
mediaindonesia.com.

Anggaran Bola Liar

PANTAS PSSI tidak pernah maju karena dipegang pejabat rakus
bin serakah, jadi anggarannya juga seperti bola liar dan golnya
ke kantong pejabat.

M Rahmat

Tidak Mandiri

MAYORITAS Kklub sepak bola di Indonesia sangat tergantung
kepada APBD. Di satu sisi itu membantu dalam finansial klub
tersebut, tapi di sisi lain itu sangat tidak mendidik untuk mandiri.
Dengan dihentikannya dana APBD diharapkan klub-klub sepak
bola di Indonesia mampu mandiri dan lebih profesional.

Bung Abhe

Banyak Penjilat

PSSI sumber uang. Jadi banyak penjilat di sana. PSSI harus patuhi
keputusan FIFA.
Haris Chodok Firmansyah

Keenakan Korupsi

DI negeri ini setiap yang bertahan dengan jabatan atau kedudukan

karena keenakan korupsinya. Apa pun alasannya, seorang pejabat

di negeri ini gajinya tidak mungkin untuk hidup mewah.
Fachruddin Dipayatunqqa

Mati-matian Bertahan

MUNGKIN karena itulah pengurus mati-matian bertahan di
PSSI agar penyelewengan itu tidak diungkap. Sekarang sudah
ketahuan, bersiap-siaplah para pengurus itu istirahat di Cipinang.
KPK mengusut jangan setengah-setengah hingga menguap di te-
ngah jalan. Ayo KPK, usut sampai tuntas kasus ini!

Syahrial Des TSibero

Tidak Netral

BANYAK yang berkepentingan pada kasus PSSI. Maka itu KPK
bekerja cepat karena KPK sekarang bekerja untuk kepentingan
istana. KPK sekarang sudah tak netral lagi. KPK sekarang sudah
tak memiliki gigi lagi.

Sarah Adzha

Bekukan Satu Periode

MENURUT saya, PSSI untuk satu periode ini dibekukan saja.
Perbaiki dulu manajemennya.
Bintang Baihaqi

Beralih ke Manajemen LPI

Pengurus PSSI rela kehilangan nyawanya daripada mengundur-
kan diri. Nikmat banget makan duit rakyat. LPI yang bagus, tapi
kompetisinya dianggap ilegal. Padahal, itu buntut dari kekesalan
insan sepak bola karena ketidakbecusan PSSI. Setop penggunaan
APBD buat klub. Beralihlah ke sistem manajemen LPI. Bravo se-
pak bola Indonesia.

Ari Anto

Prestasi Mundur

SAYA pikir kisruh PSSI akan berdampak pada mundurnya prestasi
sepak bola kita. Kalau mau bukti, kita buktikan apakah timnas
U-21 yang akan berlaga di Sea Games akan mampu meraih me-
dali emas atau tidak.

Soe Teja

Farhan in
The Morning
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EDITORIAL

Tragedi
Infrastruktur

INFRASTRUKTUR adalah tragedi yang semakin
membelenggu Indonesia. Jalan, jembatan, pelabuh-
an, bandara, tidak bertambah dalam jumlah maupun
kualitas. Bahkan, jalan raya sebagai contoh, di seluruh
Nusantara lebih banyak yang rusak daripada yang
baik.

Sulit dibayangkan dengan infrastruktur yang
compang-camping seperti saat ini, Indonesia mampu
bersaing secara global. Setidaknya ada pemborosan
Rp37 triliun dari sisi biaya angkutan akibat buruknya
infrastruktur yang berimplikasi pada naiknya biaya
produksi dan harga barang.

Mutu dan jumlah infrastruktur yang terus mem-
buruk bertolak belakang dengan peningkatan APBN
dari tahun ke tahun. Tahun 2004 belanja APBN kita
adalah Rp430 triliun.

Sekarang, 2011, belanja APBN kita sudah Rp1.200
triliun. Terjadi pening-
katan APBN tiga kali

Mustahil

lipat dalam tempo tujuh -
ta}Inm. o memiliki
roni terbesar dan A H
sekaligus tragediadalah daya S?mg nasmnal
uang yang terus mem- apalagl glﬂbal kalau
bengkal di kantong - jnfragtruktur buruk,
negara hanya meng-
akibatkan kemerosot- tersendat, bahkan
an jumlah dan mutu terputus."

infrastruktur. Pasti ada
kesalahan yang sangat
fundamental dalam
politik infrastruktur.

Anggaran yang ter-
batas jadi kambing hi-
tam. Dari kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai
Rp1.400 triliun hingga 2014, pemerintah mengklaim
hanya mampu menyediakan 19,6%-nya atau sebesar
Rp274 triliun. Sisanya dilemparkan ke swasta.

Tetapi hasilnya tidak seperti harapan. Soalnya,
masih ada ganjalan investor untuk masuk ke proyek
infrastruktur.

Salah satunya soal pengadaan lahan yang tidak
segera direspons. UU tentang pengadaan lahan bagi
kepentingan umum tak kunjung terbit.

Dalam pembangunan jalan, misalnya, pemerintah
begitu terfokus pada jalan tol dan melupakan jalan-
jalan nontol yang menjadi bagian dari tanggung jawab
negara terhadap rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda
lagi. Mustahil memiliki daya saing nasional apalagi
global kalau infrastruktur buruk, tersendat, bahkan
terputus.

World Economic Forum menempatkan Indonesia
di bawah negara-negara tetangganya soal kualitas
infrastruktur. Indonesia mendapat skor 3,7 dari mak-
simal 7 poin, lebih rendah ketimbang Thailand (4,9)
dan Malaysia (5,5).

Peringkat itu seharusnya membuat pemerintah
terpicu. Keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang
sempit jangan jadi alasan untuk malas mencari tero-
bosan untuk membangun infrastruktur.

Pemerintah harus ingat, tanpa ketersediaan in-
frastruktur, sulit bagi Indonesia menaikkan daya saing
menuju keterbukaan pasar ASEAN pada 2015.

Apa kita mau hanya jadi pasar ekspor negara lain?

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com
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PAUSE
Jam Kerja dan Jantung

STUDI terbaru menemukan orang yang terbiasa bekerja
lebih dari 11 jam dalam satu hari berisiko terserang penyakit
jantung 67% ketimbang orang yang berstandar kerja 7-8 jam
per hari. “Studi ini membuat kita berpikir dua kali tentang
pepatah lama ‘bekerja keras tidak akan membunuhmu’,”
ujar peneliti Stephen Holtage dari Britain’s Medical Research
Council.

Studi yang dipublikasikan jurnal Annals of Internal Medicine
itu dilakukan selama 11 tahun terhadap 7.100 pekerja di Ing-
gris. Dari 192 partisipan yang mengalami serangan jantung,
terdapat 67% yang bekerja lebih dari 11 jam per hari.

Peneliti mengumpulkan data mulai dari umur, tekanan da-
rah, kadar kolesterol, diabetes, dan kebiasaan merokok seka-
ligus berapa lama para pasien bekerja. (Reuters/SZ/X-5)

MENYIAPKAN
PONDOK IDAMAN
PENGABDI NEGARA

Rumah sederhana tetap jadi
barang mewah bagi para
pegawai di daerah kaya
Kalimantan Timur.

Nusantara, HIm 9
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ANTARA/DHONI SETIAWAN

JALAN BERSAMA: Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar berjalan bersama Sekjen PSSI yang
tidak diakui pemerintah dan FIFA, Nugraha Besoes (kanan), saat tiba di kantor PSSI, Gelora Bung Karno,

Senayan, Jakarta, kemarin.

Kongres PSSI Digelar 20 Mei

KOMITE Normalisasi yang di-
pimpin Agum Gumelar mene-
tapkan bahwa kongres untuk me-
milih ketua umum, wakil ketua
umum, dan komite eksekutif PSSI
periode 2011-2015 digelar pada 20
Mei mendatang.

Keputusan tersebut diambil
dalam rapat perdana Komite
Normalisasi di Sekretariat PSSI,
Senayan, Jakarta, kemarin, yang

Tahap
Penyelenggaraan
Kongres PSSI 2011

| 12-17 April_ g

® Pendaftaran komite eksekutif,
ketua umum, dan wakil ketua
umum.

® \/erifikasi seluruh calon.

| 17-22 April g

Jika ada keberatan dari
para calon, dibuka proses
banding.

| 22 April G

Undangan diterbitkan untuk
seluruh peserta kongres.

|1 Mei G

Undangan diberikan kepada
peserta kongres dari Divisi
Utama.

|13 Mei g

Komite Normalisasi memberi
waktu kepada peserta kongres
untuk memberi konfirmasi
nama-nama orang yang akan
mengikuti kongres.

20 Vi QONN

Pelaksanaan pemilihan komite
eksekutif, ketua umum, dan
wakil ketua umum PSSI.

dihadiri seluruh anggota, yakni
Joko Driyono, Siti Nurzanah,
Sukawi Sutarip, Hadi Rudiatmo,
Samsul Ashar, Satim Sofyan, dan
Dityo Pramono.

Agum menjelaskan bahwa be-
berapa tugas Komite Normalisasi
ialah menyelenggarakan pemi-
lihan yang berdasarkan aturan
pemilihan FIFA dan Statuta PSSI
sebelum 21 Mei 2011. “Lokasi
kongres belum ditetapkan,” kata
Agum.

Komite pun akan membuka
pendaftaran calon ketua umum
PSSI pada 12 April. Menurut
rencana, rentang waktu pendaf-
taran akan berlangsung hingga
17 April 2011 mendatang (lihat
tabel).

Untuk menghindari kesim-
pangsiuran syarat calon ketua
umum, komite masih akan
melakukan penyelesaian electoral
code yang dijanjikan selesai
Jumat (8/4) ini.

Saat dita-

nya, apakah empat nama yang di-
tolak FIFA, yakni Nurdin Halid,
Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro,
dan George Toisuta masih bisa di-
calonkan atau mencalonkan diri?
Joko tidak menjawab tegas.

“Setiap pengajuan pasti kita
plenokan. Siapa pun bisa diaju-
kan, bisa diloloskan atau tidak
itu sesuai dengan verifikasi,”
kata anggota Komite Normalisasi
yang juga CEO PT Liga Indonesia
Joko Driyono.

Komite akan melayangkan
undangan ke seluruh anggota
peserta kongres pada 22 April.
Namun, untuk tim Divisi I, un-
dangan baru akan diberikan pada
1 Mei dengan alasan liga baru
selesai pada 29 April.

Untuk menghindari kericuhan
daftar undangan yang boleh
menghadiri kongres, komite
memberi tenggat hingga satu
minggu untuk validasi dan
konfirmasi. (HA/*/

Nav/X-6)

Sumber : Komite Normalisasi PSSI/GRAFIS: TIYOK

Lalai

Citibank

Manajemen Citibank berdalih tidak
melakukan rotasi karyawan karena bisa
mengganggu kenyamanan nasabah.

MARCHELO

ASUS penggelapan

dana nasabah Citi-

bank yang diduga

dilakukan Relation
Manager Citibank Cabang
Landmark Melinda Dee terjadi
karena kelalaian manajemen
bank asal Amerika Serikat ter-
sebut.

Bank Indonesia (BI) menya-
takan pembobolan Citibank me-
nunjukkan tidak adanya penga-
wasan internal, tidak bekerjanya
supervisi atasan, dilanggarnya
prosedur seperti call back, dan
tidak bekerjanya proses konfir-
masi.

“Karena itu, BI akan meme-
riksa lebih lanjut internal control
bank,” kata Gubernur BI Darmin
Nasution dalam rapat lanjutan
Komisi XI DPR dengan BI, mana-
jemen Citibank, dan Kepolisian
RI, kemarin.

Darmin juga menyebutkan
bahwa Citibank lalai melakukan

prosedur rotasi karyawan. Pa-
dahal, salah satu potensi risiko
kejahatan perbankan termasuk
dalam hal sumber daya manusia
bank.

BI sudah meminta agar Citi-
bank melakukan rotasi karyawan
dan memperhatikan cuti karya-
wan. Namun, permintaan itu
tidak diindahkan.

Anggota Komisi XI Maruarar
Sirait mendesak BI memberikan
sanksi tegas kepada Citibank
karena menolak perotasian
karyawan, padahal sebelumnya
BI sudah meminta. Maruarar
mencecar manajemen Citibank
soal pembangkangan terhadap
permintaan Bl soal rotasi itu.

Vice President Customer Care
Citibank Indonesia Hotman Sim-
bolon berdalih pihaknya tidak
melakukan rotasi karyawan
karena bisa mengganggu kenya-
manan nasabah. “Nasabah bi-
asanya meminta layanan Citigold

oleh relationship manager tertentu.
Selain itu, tidak mudah memin-
dahkan portofolio nasabah dari
satu relationship manager kepada
relationship manager lain.”

Deputi Gubernur BI Budi
Rochadi mengatakan manajemen
bank yang tidak mematuhi perin-
tah BI untuk melakukan rotasi
bisa di-fit and proper test ulang.
“Dari situ, dia bisa saja enggak
lulus,” tegasnya.

Terkait dengan kisruh Citi-
bank, BI telah menghentikan
sementara kegiatan layanan per-
bankan premium Citibank, atau
yang dikenal dengan Citigold,
sejak 16 Maret 2011. Penghentian
sementara dilakukan sampai
BI menemukan penyebab pasti
pembobolan dana nasabah de-
ngan tersangka Melinda Dee.

Hotman Simbolon mengakui
pihaknya memang sudah dimin-
ta untuk tidak mengoperasikan
layanan Citigold. “Kami patuh.
Sekarang sudah tidak ada lagi
layanan itu.”

MI/SUSANTO
DISKUSI: Country Officer Citibank Indonesia Shariq Mukhtar (tengah)
berdiskusi dengan Vice President Customer Care Citibank Hotman
Simbolon (kiri) dan penerjemah sebelum menjawab pertanyaan
anggota Komisi Xl saat rapat di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Tolak minta maaf

Sementara itu, terkait dengan
kematian nasabah kartu kre-
dit Citibank, Irzen Octa, yang
diduga dianiaya petugas jasa
penagihan utang yang disewa
manajemen, Hotman mengata-
kan pihaknya belum mengaku
bersalah. “Sampai belum ada
putusan pengadilan kami tetap
memutuskan tidak. Ini ditangani
polisi. Salah atau tidak, ini polisi
saja.”

Anggota Komisi XI Nusron
Wahid meminta Citibank me-
minta maaf kepada masyarakat
Indonesia karena telah menodai
citra perbankan dan perekono-
mian Indonesia. Secara khusus,
ia menuduh Citibank bersalah
atas kematian Irzen Octa yang
terjadi di kantor Citibank terse-
but. (*/X-7)

marchelo@mediaindonesia.com
Berita terkait him 6-7

Proses
Gedung

Baru DPR
Berlanjut

HIRUK pikuk perdebatan an-
tara fraksi di DPR, pimpinan
DPR, dan Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT) soal pembangun-
an gedung baru ternyata tidak
memengaruhi jalannya proses
pembangunan gedung senilai
Rp1,138 triliun tersebut.

“Kami melakukan sesuai de-

ngan prosedur. Kalau diminta
untuk menghentikan, kami akan
hentikan. Tapi hingga sekarang
belum ada permintaan untuk
menghentikan. Kami simpul-
kan, prosesnya berjalan terus,”
kata Kepala Biro Pemeliharaan
Bangunan dan Instalasi Se-
kretariat Jenderal DPR Sumirat
saat dihubungi Media Indonesia,
kemarin.

Ia menjelaskan, hingga seka-
rang proses pembangunan ge-
dung baru sudah sampai pada
tahap pengecekan sertifikasi
perusahaan peserta tender.

Selain itu, sedang dilakukan
audit investigatif oleh akuntan
publik terhadap perusahaan
yang mendaftar tender pemba-
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Sumirat

Kepala Biro Pemeliharaan
Bangunan dan Instalasi Sekretariat
Jenderal DPR

ngunan gedung.

Wakil Ketua DPR Anis Matta
(F-PKS) menjelaskan nasib pem-
bangunan gedung baru DPR
akan ditentukan dari hasil rapat
konsultasi antara pimpinan DPR

dan pimpinan fraksi hari ini.
Jika mayoritas fraksi menolak,
pembangunan gedung baru di-
batalkan.

“Jika sebagian besar fraksi di
DPR mengusulkan pelaksanaan
gedung baru dilanjutkan, akan
dilanjutkan. Rencananya, DPR
akan melaksanakan dua kali lagi
rapat paripurna, pada Kamis
(hari ini) dan Jumat 8 April,”
papar Anis.

Sebelumnya, rapat konsul-
tasi rencana pembangunan ge-
dung baru DPR diagendakan
digelar Selasa. Namun, rapat
batal dilaksanakan karena ba-
nyak pemimpin fraksi dan dua
pemimpin DPR berhalangan
hadir.

Rencana pembangunan ge-
dung baru DPR menuai ke-
caman keras dari berbagai
kalangan. Gedung dengan tiap
ruang untuk anggota bernilai
Rp800 juta itu (setara 22 ruang
kelas sekolah senilai Rp49 juta
per kelas) dinilai melukai hati
rakyat.

Sekitar 150 orang bahkan su-
dah meneken somasi terhadap
Ketua DPR Marzuki Alie agar
menghentikan rencana pem-
bangunan gedung baru terse-
but dan mengembalikan dana
Rp1,138 triliun kepada negara.
Mereka juga mendesak DPR me-
minta maaf kepada rakyat secara
terbuka di sidang paripurna.
*/X-7)
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Taufiq Izinkan Kader Kutu Loncat

POLITIKUS senior Partai
Demokrasi Indonesia Per-
juangan (PDIP) Taubq Kiemas
mengaku tidak keberatan de-
ngan sikap kader partai yang
menjadi kepala daerah untuk
berpindah kendaraan politik di
tengah masa jabatannya.
Sikapnya itu bertolak bela-
kang dengan Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri yang
merasa dikhianati karena ba-
nyaknya kader berpindah parpol
setelah duduk di kekuasaan.
“Tidak apa-apa ya, asal
ideologinya sama, sama-sama
empat pilar (Pancasila, UUD
NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika) ya,” ujar Ketua Ma-
jelis Permusyawaratan Rakyat
itu seusai menghadiri pelantik-

an hakim Mahkamah Konstitusi
Anwar Usman di Istana Negara,
Jakarta, kemarin.

Ditegaskannya, tidak ada
larangan yang dikeluarkan par-
tainya kepada kepala daerah
untuk pindah parpol.

“Biar saja. Kalau buat saya
pribadi, sebagai Ketua MPR,
yang paling penting bukan pin-
dahnya. Yang penting adalah
ia mempertahankan ideologi

Pancasila itu. Pindah ke sana,

jika lebih efektif, silakan saja,”
ujarnya.

Sikap PDIP itu, sambungnya,
juga sama dengan yang dilaku-
kan partai lain terhadap para
kadernya. Sehingga, menu-
rutnya, sangat aneh jika PDIP
kemudian berbeda.

“Tidak ada dilarang, Sinyo
Sarundajang yang Gubernur
Sulut, Gamawan Fauzi dulu
Gubernur Sumbar. Lalu con-
toh lain yakni Ketua DPD
Golkar Sulsel juga pindah ke
Demokrat,” jelasnya.

Dengan nada bercanda, Tau-
Pg mengatakan ia bahkan per-
nah berpesan kepada Gamawan
sebelum pindah ke Demokrat.
“Saya bilang ke Pak Gamawan,
pindah boleh asal naik pangkat.
Benar kan, naik dia pangkatnya
jadi menteri,” ujar Taub q ke-
pada wartawan.

Padahal, Ketua Umum DPP
PDIP Megawati Soekarnoputri
telah berulang kali mengung-
kapkan kegeramannya kepada
kader yang hanya mengguna-

kan PDIP sebagai kendaraan
politik belaka, dan kemudi-

an seenaknya pindah partai.
la bahkan menyebut kader
itu ibarat ‘habis manis sepah
dibuang’ untuk menyebut Gu-

bernur Sulawesi Utara Sinyo
Sarundajang dan Gubernur
Jawa Timur Sukarwo yang
berpindah partai. Keduanya
kini bergabung dengan partai

pendukung Presiden, Partai
Demokrat, yang berseberangan
dengan PDIP.

Ketua Bidang Politik PDIP
Puan Maharani juga sempat
mengusulkan agar ada larang-
an kepala daerah pindah-pin-
dah partai politik di dalam
RUU paket politik yang sedang
dibahas di DPR. (Mad/P-2)
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INTEGRITAS PEMIMPIN NASIONAL: Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (kanan) memaparkan pendapatnya disaksikan pengamat
politik Soegeng Sarjadi dan rohaniwan Franz Magnis-Suseno (kiri) dalam diskusi yang mengangkat tema Integritas kepemimpinan nasional:
syarat utama mewujudkan potensi bangsa, di Jakarta, kemarin.

Tutup Peluang
Alih Profesi

Anggota DPR

Saat ini, wakil rakyat di parlemen dengan mudahnya keluar masuk.
Padahal, di tangan mereka ada amanah yang dititipkan.

NuruLIA JuwiTA SARI

ERPINDAHAN pe-

abat publik yang su-

dah tergabung dalam

partai politik (parpol)
tertentu ke lembaga lainnya
merupakan desain untuk me-
nguasai instansi tertentu di
republik ini.

“Ada ambisi dalam parpol
untuk kuasai lembaga publik.
Itu modus yang sudah dike-
tahui umum,” ucap Direktur
Lingkar Madani untuk Indo-
nesia (Lima) Ray Rangkuti, di
Jakarta, kemarin.

Atas dasar itulah, Ray me-
nilai perlu dibuatnya aturan
yang menutup peluang lon-
catnya anggota dewan menjadi
pejabat publik di lembaga lain,
setelah terpilih dalam pemilu.
“Kecuali jika anggota dewan
itu diangkat misalnya menjadi
menteri atau duta besar. Sebab,
itu bukan inisiatif dia kan. Yang
dilarang itu yang melamar,”
tuturnya.

Sebab biasanya, jelas Ray,
partai politik memilih alasan
menonaktifkan sementara ang-
gota partai yang dimaksud
untuk mengelabui masyarakat.
Padahal, secara emosional
antara anggota partai dan
struktur kepartaian tidak mu-
dah dipisahkan.

"Tentu sulit secara emo-
sional tidak terikat dengan
parpol. Seorang anggota partai

MI/M IRFAN

dari orang partai, orang yang di
luar partai pun mereka sering
tidak independen,” paparnya.
Pada prinsipnya, anggota
Komisi Il DPR dari Fraksi PPP
Ahmad Yani mengatakan fit
and proper tesselalu dilakukan
seobjektif mungkin. “Selama

Jangan kan darini. btand proper testlilakukan

orang partai,

secara transparan dan terbuka.
Kalau memang tidak bagus kan

orang yang di luar p&taian juga.’

pun mereka sering tiggk"

independen.”

Ray Rangkuti
Direktur Lima

tentu ingin balas budi dengan

partainya. Sebab, partainya
telah membesarkan dia, mem-
beri nama, jabatan, dan segala
macamnya. Mereka manusia
yang juga secara emosional
akan dipengaruhi oleh partai

yang membesarkan mereka,”
jelasnya.

la mencontohkan, peristiwa
bt dan proper test (uji kepatutan
dan kelayakan) yang secara
rutin dilakukan di DPR. Menu-
rutnya, proses uji kepatutan
dan kelayakan itu tidak bakal
berlangsung independen, jika
salah seorang dari mereka jadi
peserta yang diuiji.

“Tidak mungkin mereka
independen. Semuanya sudah
diatur. Apalagi, kalau yang
di-bt and proper testlangankan

enada dikatakan Martin
rat dari Fraksi Gerin-
dra. “Fit and proper testhanya
beberapa jam. Tidak terlalu sig-
nibkan menjadi persoalan. Kita
Komisi Ill tidak mengandalkan
perkawanan, harus objektif.
Kalau secara berkawan tidak
menguasai hukum. Walau
sahabat, harus berani katakan
tidak,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Ekse-
kutif Centre for Electoral Re-
form (Cetro) Hadar N Gumay
mengkritisi banyaknya anggota
dewan terpilih dalam Pemilu
2009 yang akhirnya menjadi
menteri dalam Kabinet Indo-
nesia Bersatu (KIB) Il. Menurut-
nya, fenomena itu menunjuk-
kan buruknya rekrutmen dan
kaderisasi oleh parpol.

Anggota dewan mestinya
menyadari telah dipilih secara
langsung oleh rakyat untuk
menjalankan amanat hingga
masa jabatan berakhir. (*/P-4)

nurulia@mediaindonesia.com

Larangan Berjudi Sesuai Konstitusi

MAHKAMAH Konstitusi
(MK) mengukuhkan larangan
perjudian yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian tidak bertentangan
dengan konstitusi.

Dengan demikian, UU itu
tidak mengakibatkan pem-
batasan atau menghalangi hak
setiap orang untuk memajukan
dirinya, hak untuk mendapat-
kan pekerjaan, hak untuk tidak
diperlakukan secara diskrimi-
natif, serta hak untuk mendapat
perlakuan hukum yang adil.

“Menolak permohonan para
pemohon untuk seluruhnya,”
kata Ketua MK Mahfud MD saat
membacakan putusan uji materi
UU No 7 Tahun 1974 di Gedung

WAWANCARA

MK di Jakarta, kemarin.

Uji materi UU Penertiban
Judi itu diajukan oleh Suyud
(buruh) dan Liem Dat Kui
(wiraswasta). Mereka mengaju-
kan gugatan untuk melegalisasi
perjudian karena bisa menjadi
sarana pembangunan bangsa.

Dalam permohonannya, kua-
sa hukum pemohon, Farhat
Abbas menyatakan, perjudian
harus dilihat secara kompre-
hensif yang dapat melahirkan
berbagai jenis bisnis seperti
perhotelan, pertokoan, jasa
boga, transportasi, dan bisnis
rekreatif lainnya.

Pemohon juga mendalilkan
masyarakat Indonesia memiliki
semangat pluralisme, transpa-
ransi, supremasi hukum, dan

demokrasi. Karenaitu, pandang-
an atas masalah perjudian dapat
diluruskan dari kekangan kon-
stitusional dengan memberi
ruang bagi masyarakat untuk
berkarya secara kreatif.

Pemohon meminta dilakukan
pembatasan bersyarat dikecuali-
kan bagi warga negara di daerah
yang menganggap permainan
judi menjadi tradisi atau kebi-
asaan bermain judi dilokalisasi.

Hakim konstitusi Hamdan
Zoelva mengatakan, melokal-
isasi aktivitas perjudian berarti
mengabaikan fatwa para ulama
dan pemuka agama yang tidak
sependapat dengan pembiaran
kegiatan judi.

Dalam persidangan terpisah,
MK menyatakan tidak dapat

Hakim Konstitusi Butuh
Sikap Kenegarawanan

ANWAR Usman , kemarin,
dilantik Presiden menjadi ha-
kim konstitusi menggantikan
Arsyad Sanusi, yang mengun-
durkan diri setelah dinilai ikut
bertanggung jawab secara etik
atas tindakan anaknya yang
berurusan dengan perkara di
Mahkamah Konstitusi (MK).
Bagaimana kesiapannya men-
jalani tugas barunya itu? Berikut
petikan wawancara Dika Da-
nia Kardi dari Media Indonesia
dengan mantan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan
Diklat Kumdil Mahka-
mah Agung itu.

Anda meng-
gantikan ha-
kim konstitusi
yang mundur
karena dugaan
conflict

of interest. Pandangan Anda?

Soal kerawanan konRik ke-
pentingan, sebetulnya bukan
hanya saya hadapi saat menjadi
hakim MK, melainkan sudah
muncul di lembaga-lembaga
sebelumnya.

Insya Allah saya akan meng-
ikuti sunah Rasul Muhammad
SAW. Ketika Rasul didatangi
pimpinan Quraisy yang memin-
ta keringanan hukuman bagi
anak bangsawan Quraisy, Rasul
bilang meskipun anaknya Fati-
mah mencuri, tangannya akan
dipotong. Artinya hukumannya
tidak diringankan.

Apa modal utama seorang
hakim konstitusi?

} Salah satu syaratnya, orang

dipilih menjadi hakim konsti-
tusi adalah negarawan. Itu
normatif dari undang-
undang, tapi yang
bisa menilai diri
saya adalah
masyara-
kat.

MI/PANCA SYURKANI

Bagaimana kesiapan Anda
menjalani tugas baru ini?

Saat mendapatkan perta-
nyaan dari pimpinan, saya
jawab ‘apa pun keputusan Ba-
pak-Bapak, saya akan berusaha’.
Saya akan berusaha secepatnya
beradaptasi dengan tugas. Con-
tohnya saja, hari ini saya sudah
langsung diajak bersidang.

Apa pegangan Anda dalam
menjalankan tugas baru ini?

Pegangan saya selaku hakim
adalah amanah Allah SWT
dalam surat Annisa. Di situ
Allah berb rman apabila kamu
mengadili dan menghukum,
putuskanlah dengan adil. Itu
kuncinya. Karena di situ intinya
hukum, yaitu keadilan.

Bagaimanakah konstitusi
yang berpihak pada rakyat
menurut Anda?

Pada dasarnya konstitusi itu
harus sesuai dengan tujuan
berbangsa dan bernegara. Itu
mudah, muaranya harus pada
kesejahteraan rakyat. Seperti
pada anggaran untuk pen-
didikan yang cukup signib kan
kemajuannya, 20%. (P-2)

menerima permohonan uji ma-
teri UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah
yang diajukan Bupati Lampung

Timur Satono.

Satono menggugat Pasal 31

ayat (1) UU Pemerintah Daerah
yang berbunyi, “Kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah
diberhentikan sementara oleh
presiden tanpa melalui usulan
DPRD karena didakwa melaku-
kan tindak pidana korupsi,
tindak pidana terorisme, ma-
kar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara.”

Sebelumnya, Satono telah
ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi dana
APBD Lampung Timur sebesar
Rp107 miliar. (*/P-1)

BIODATA

Nama Lengkap:

Dr H Anwar Usman,
SH, MH

Tempat, tanggal lahir:
Bima, 31 Desember 1956
Agama:

Islam
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S-3 Program Bidang limu
Studi Kebijakan Sekolah
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Gadjah Mada Yogyakarta,
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Riwayat pekerjaan

e Guru honorer SD
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® Calon hakim di
PN Bogor, 1985

® Hakim PN Atambua,
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® Hakim PN Lumajang,
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® Hakim Yustisial/Panitera
Pengganti MA
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® Hakim Yustisial
2003-2005

e Hakim Tinggi
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® Kepala Badan Litbang
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e Hakim Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
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Ketua MK Yakin
Anwar Cepat Beradaptasi
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SUMPAH HAKIM KONSTITUSI: Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono memberikan ucapan
selamat kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) seusai acara pengucapan sumpah di Istana

Negara, Jakarta, kemarin.

KOMPOSISI hakim di Mah-
kamah Konstitusi (MK) kem-
bali lengkap menjadi sembilan
orang setelah Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono melantik
Anwar Usman untuk menggan-
tikan posisi Arsyad Sanusi.

Ketua MK Mahfud MD di
Jakarta, kemarin, meyakini An-
war Usman yang sebelumnya
menjabat Kepala Badan Litbang
Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung (MA) dapat
cepat beradaptasi dengan pola
kerja di MK.

“Karena Pak Usman ini orang
karier, menurut saya tidak
perlu menunggu waktu terlalu
lama. Saya kira dalam waktu
satu minggu sudah bisa menye-
suaikan diri,” tutur Mahfud.

Mahfud mengungkapkan
kelegaan karena jajaran hakim
konstitusi kembali lengkap.
“Mulai hari ini lengkap dan
itu bagus menurut saya,” ujar
Mahfud.

Menurut dia, Anwar Us-
man akan langsung bertugas
menjadi majelis hakim da-
lam sidang panel yang mena-
ngani sengketa hasil pemilihan
umum kepala daerah (pemilu
kada) Kepulauan Riau bersama
dirinya dan Maria Farida.

Bahkan, seusai dilantik, An-

war Usman langsung menjalani
tugas sebagai hakim konstitusi.
la duduk di sayap kiri deretan
majelis hakim bersama dela-
pan hakim konstitusi lainnya
saat pembacaan putusan atas
uji materi atas pasal dalam
Undang-Undang (UU) Nomor
8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pi-
dana, UU Nomor 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian,
dan UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

Anwar Usman resmi menjadi
hakim konstitusi dengan Kepu-
tusan Presiden Nomor 18/P
Tahun 2011. Bertempat di Istana
Negara di Jakarta, kemarin,
Anwar mengucap sumpah di
hadapan Presiden Yudhoyono,
Wakil Presiden Boediono, dan
sejumlah pemimpin lembaga
negara.

Anwar Usman menggantikan
Arsyad Sanusi yang mengun-
durkan diri pada 11 Februari
2011. Keputusan untuk meng-
undurkan diri itu adalah wujud
tanggung jawab etik dalam
menanggapi keputusan Majelis
Kehormatan Hakim (MKH)
MK untuk memberi teguran
terhadap Arsyad Sanusi. Meski
mengajukan pengunduran diri
pada 11 Februari, pengajuan

pensiun dini Arsyad secara
resmi berlaku per 1 April.

Sesuai amanat Pasal 26 Un-
dang-Undang (UU) Nomor 24
Tahun 2003 tentang MK, keko-
songan hakim konstitusi di-
ganti dari asal lembaga hakim
yang bersangkutan. Sembilan
hakim konstitusi berasal dari
tiga sumber, yaitu 3 orang dari
pemerintah, 3 dari DPR, dan 3
dari MA. Karena Arsyad ter-
masuk hakim konstitusi yang
diajukan MA, penggantian
Arsyad juga dilakukan MA.

Ketua MA Harifin Tumpa
menjelaskan, pemilihan Anwar
Usman untuk menggantikan
Arsyad Sanusi berdasarkan
rapat pimpinan MA. Anwar
mengalahkan calon lain yaitu
hakim tinggi Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, Su-
matra Utara, Irfan Fachruddin.

Harifin mengakui Anwar
pernah gagal dalam seleksi
calon hakim agung. Namun, ia
meyakini kegagalan itu tidak
akan menurunkan kredibilitas
Anwar. “Yang ini gagalnya
saat proses di DPR. Itu proses
politik yang tidak bisa diambil
ukuran. Pertimbangan poli-
tik yang lebih banyak, bukan
kepintaran atau kredibilitas,”
ujarnya. (Nav/*/P-1)




